
Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216, Pasal 218,
dam Pasal 220 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat
tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Barang Milik
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4930);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

2011 tentang
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Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Pengawasan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun

dan Penyelenggaraan
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2016 Nomor 547);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor
1781);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Barat Nomor 25);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019
Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten
Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun
2020 Nomor 5);

17. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Keija
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat
(Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor
38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias
Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten
Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

2016 Nomor 37)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1 . Pemerintahan Daerah penyelenggaraan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

adalah urusan
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dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
4. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang

selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias
Barat.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

9. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati
Nias Barat selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
menetapkan kebijakan dan pedoman Barang Milik Daerah.

11. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang
dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik
Daerah.

12. Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

13. Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang adalah kepala SKPKD atau
kepala perangkat daerah atau kepala unit keija yang melakukan fungsi
pengelolaan barang milik daerah.

14. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Pengguna
Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik
Daerah.

15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna
Barang.

16. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut
sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit keija atau
Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya
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dengan sebaik-baiknya.
17. Pengurus Barang Pengelola adalah Aparatur Sipil Negara yang diserahi

tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan
daerah pada Pejabatmempertanggungjawabkan barang milik

Penatausahaan Pengelola Barang.
18. Pengurus Barang Pengguna adalah Aparatur Sipil Negara yang diserahi

tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

19. Pembantu Pengurus Barang adalah Aparatur Sipil Negara yang diserahi
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada unit keija perangkat
daerah.

20. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

21. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan,
dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

22. Inventarisasi barang daerah adalah kegiatan Inventarisasi yang
dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan
pelaksanaan pencatatan semua barang milik daerah
digunakan/ dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan cara mencocokan
data yang tersedia dengan kondisi lapangan dan pencatatan langsung
terhadap barang-barang yang belum tercatat, serta melakukan verifikasi
sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai dengan
kenyataan yang sebenamya.

23. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik
daerah Kabupaten Nias Barat yang digunakan oleh masing-masing
Pengguna Barang.

24. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang
milik daerah Kabupaten Nias Barat yang digunakan oleh masing-masing
Kuasa Pengguna Barang.

25. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu
untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan keija.

26. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah Kartu
untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri dilengkapi
data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain

yang diperlukan untuk inventarisasi
barang itu belum

yang

mengenai barang tersebut,
maupun tujuan lain dan dipergunakan selama
dihapuskan.

27. Buku Inventaris yang selanjutnya disingkat BI adalah himpunan catatan
data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu inventaris
barang sebagai hasil inventarisasi di setiap PD yang dilaksanakan
serentak pada waktu tertentu.

28. Buku Induk Inventaris, yang selanjutnya disingkat BII merupakan
gabungan/kompilasi buku inventaris.

29. Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah yang
selanjutnya disingkat SIMDA BMD merupakan aplikasi pencatatan Barang

Milik Daerah .

secara
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Pasal 2

Ruang lingkup Penatausahaan Barang Milik Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nias Barat :
a. pembukuan;
b. inventarisasi; dan
c. pelaporan

BAB II
PEMBUKUAN

Pasal 3

(1) Pengurus Barang melakukan penginputan penambahan dan pengurangan
BMD ke SIMDA BMD masing-masing PD sesuai penggolongan dan
kodefikasi barang.

(2) Pengurus Barang mengadministrasikan dalam Buku Inventaris, Buku
Induk Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB) serta Kartu Inventaris
Ruangan (KIR) yang sesuai;

(3) Hasil Pencatatan Pengurus Barang dalam KIB secara periodik
disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Barang untuk
dibandingkan/direkonsiliasi dengan hasil pencatatan dari fungsi
akuntansi PD;

(4) Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan verifikasi dan
pengesahan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang
Pengguna atau Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut kode unit, kode
lokasi dan kode Barang Milik Daerah.

(5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus berdasarkan
dokumen perolehannya atau kepemilikannya.

(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
a. Sertifikat atau Surat Keterangan kepemilikan/ penguasaan yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
b. Izin Mendirikan Bangunan.
c. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK).
d. Berita Acara hibah dan peijanjian hibah.
e. Kontrak dan Berita Acara Penerimaan.
f. Berita Acara Penyerahan dan status penerimaan.
g. Faktur pembelian.
h. Dokumen lainnya yang sah.

(7) Secara periodik Pengguna Barang menyampaikan catatan Barang Milik
Daerah di PD ke BPKPAD untuk bahan rekonsiliasi dengan BPKPAD
selaku Pembantu Pengelola Barang.

(8) Pembantu Pengelola Barang melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan
pendaftaran Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
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(3) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan sccara
boijcnjang.

Pasal 9

Untuk memudahkan pcndaftaran, pencatatan dan pelaporan barang milik
daerah secara akurat dan cepat, mempergunakan aplikasi SIMDA BMD,
pengadaan dan pemeliharaannya dilaksanaan berdasarkan kemampuan
kcuangan daerah.

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur Penatausahaan (Inventarisasi) BMD tercantum
dalam Lampiran I. Standar Operasional Prosedur Penatausahaan (Pembukuan)
BMD tercantum dalam Lampiran II , dan Standar Operasional Prosedur
Pelaporan Barang Milik Daerah tercantum dalam Lampiran III, yang
merupakan satu kcsatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pernturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nins Barat .

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 22 November 2021

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI C.ULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinva
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM.

HEDW1G SAMITRO GULP, SH„ MM
PENATA

NIP. 19900512 201403 1 001
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